
a. bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah menyatakan pergeseran anggaran 
an tar obyek belanja dan/ atau an tar rincian obyek 
belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang 
Penjabaran APBD; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 130 
Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 perlu dilakukan 
penyesuaian rincian anggaran Dana Alokasi Khusus 

c. bahwa berdasarkan Lampiran BAB VT huruf D angka 1 
huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Keuangan Daerah, menyebutkan Pergeseran anggaran 
yang menyebabkan perubahan APBD yaitu Pergeseran 
antar Organisasi, Pergeseran antar Unit Organisasi, 
Pergeseran antar Program, Pergeseran antar Kegiatan, 
Pergeseran antar Sub Kegiatan, Pergeseran antar 
Kelompok dan Pergeseran antar .Jenis, perlu dilakukan 
perubahan; 

d. bahwa berdasarkan Lampiran huruf C angka 4 
huruf a.4.c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 
Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 
menyebutkan dalam hal Peraturan Presiden mengenai 
rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan 
Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan 
dan/ atau terdapat perubahan, atau informasi resmi 
mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2023 melalui 
portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah 
Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2023 ditetapkan, 
Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK 
dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada 
tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023; 

GUBERNUR JAMBI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 1 
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 
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PERATURAN GUBERNUR JAMBI 

GUBERNUR JAMBI 



1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn or 6807); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 
189 Tahun 2023 tentang Kuota Haji Indonesia Tahun 
1444 Hijriah/2023 Masehi, perlu dilakukan 
penyesuaian Kuota Haji Provinsi Jambi Tahun 2023; 

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan 
huruf e perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jambi 
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 

Mengingat 



PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUSAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN GUSERNUR JAMBI NOMOR 1 TAHUN 
2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023. 

MEMUTUSKAN : 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran 
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan 
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan 
Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan 
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2021 Nomor 910); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan 
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 
ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Serita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972); 

13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2009 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Provinsi Jambi Nomor 15 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 
2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 
Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah 
Provinsi Jambi Nomor 15); 

14. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
Jambi Tahun 2023 Nomor 1); 

Menetapkan 



AERAH PROVINS! JAMBI TAHUN 2023 NOMOR j 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 

Diundangkan di Jambi 
pada tanggal 9 M B t 2023 

Ditetapkan di Jambi 
pada tanggal (l Mi I 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

3. Ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

2. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2023 
diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

(1) Pelaksanaan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 
dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2023 selanjutnya dituangkan dalam 
Peraturan Daerah Provinsi Jambi lentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. 

1. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A 
sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 15A 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 1 Tahun 2023 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 1) diubah 
sebagai berikut : 

Pasal I 

• 


